
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 3.S TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR.2-9 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a. bahwa sesuai dengan hasil pengendalian dan 
evaluasi terhadap perkembangan keadaan dan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
khususnya dalam _pelaksanaan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 
berjalan, terdapat ketidaksesuaian dengan 
sehingga perlu dilakukan perubahan kembali 
terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2020; 

b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 355 Ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017. tentang Tata Cara · Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka · 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan _Kedua Atas Peraturan ~upati 
Nomor 29 Tahup. 2019 tentang Ret;1cana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 



-2-

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4871); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
611); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 20014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 
2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); 

21. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 ten tang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 
Nomor 29). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN 2020. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 49), 
diubah sebagai berikut: 
(1) Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
BABI PENDAHULUAN 
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 

2020 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH 
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 
BAB VI PENUTUP 
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(2) Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal ~& O\)li d-0,20 

BUPATI MOJOKERTO, 

PU~ I 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal ~ c)"l.l ~0.20 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

HE§.!TO 
DERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR .35 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 3.5 TAHUN 2020 
PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN 2020. 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 

BUPATI MOJOKERTO, 

,1 



BAB VI 

PENUTUP 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2020 merupakan kerangka pokok pelaksanaan 

pembangunan di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020 sehingga 

Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 menjadi pedoman 

dalam penyusunan KUPPA, PPPAS Tahun 2020 dan juga sebagai acuan bagi 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat termasuk dunia 

usaha untuk mencapai sinergi dalam pelaksanaan pembangunan, dalam 

mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah 

diprogramkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, 

seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat 

kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten ditingkat kabupaten. 

Selanjutnya seluruh OPD dan penyelenggara Pemerintah Daerah 

lainnya dalam menyusun Perubahan Renja OPD Tahun 2020 harus 

mengacu pada program dan kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam 

Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019. 

Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sangat 

tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk 

maju dan disiplin dari semua pihak yang terkait. 

BUPATI MOJOKERTO, 

PUNGKASIADI 

PERUBAHAN RKPD KAB. MOJOKERTO TAHUN 2020 BAB VI - 1 


